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ABSTRAK

Perusahaan perkebunan menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan praktik
berkelanjutan ke dalam operasi bisnis mereka, sehingga diperlukan alat evaluasi seperti
Green Performance Index (GPI) untuk mengukur dan meningkatkan kinerja lingkungan,
sosial, dan ekonomi secara komprehensif. Penelitian ini bertujuan merancang dan
menguji indikator GPI yang relevan melalui pendekatan mixed-method,
menggabungkan tinjauan literatur, wawancara dengan pemangku kepentingan, serta
pembobotan indikator menggunakan Analytic Hierarchy Process (AHP) dan validasi
melalui studi kasus di perkebunan Indonesia. Hasilnya, GPI mencakup tiga dimensi
utama: (1) Lingkungan (pengelolaan limbah, emisi karbon, konservasi biodiversitas), (2)
Sosial (kesejahteraan pekerja, hubungan masyarakat), dan (3) Ekonomi (efisiensi
sumber daya, profitabilitas berkelanjutan). Uji coba membuktikan GPI mampu
memberikan penilaian holistik dan mendorong perbaikan kebijakan perusahaan. Dengan
demikian, GPI dapat menjadi alat strategis bagi perusahaan perkebunan untuk
memantau kinerja berkelanjutan, memenuhi tuntutan regulasi, dan merespons
permintaan pasar akan produk ramah lingkungan. Penelitian ini berkontribusi pada
pengembangan kerangka kerja keberlanjutan di sektor perkebunan melalui indikator
yang adaptif dan terukur, sekaligus memperkuat integrasi praktik hijau dalam operasi
bisnis.
Kata Kunci : Green Performance Index; Keberlanjutan; Indikator Kinerja; Perusahaan
Perkebunan; Analisis Hierarki Proses (AHP)​

ABSTRACT

Plantation companies face challenges in integrating sustainable practices into
their business operations, necessitating a comprehensive and measurable evaluation
tool such as the Green Performance Index (GPI) to assess and improve environmental,
social, and economic performance. This study aims to design and test relevant GPI
indicators using a mixed-method approach, combining literature review, stakeholder
interviews, and indicator weighting through the Analytic Hierarchy Process (AHP),
followed by validation via case studies in Indonesian plantations. The GPI encompasses
three key dimensions: (1) Environmental (waste management, carbon emissions,
biodiversity conservation), (2) Social (worker welfare, community relations), and (3)
Economic (resource efficiency, sustainable profitability). Trial results demonstrate that
the GPI provides a holistic assessment and encourages policy improvements. As a
strategic tool, the GPI enables plantation companies to monitor sustainability
performance, comply with regulations, and meet market demand for eco-friendly
products. This research contributes to developing an adaptive and measurable
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sustainability framework for the plantation sector, promoting the integration of green
practices into business operations..
Keywords : Green Performance Index; Sustainability; Performance Indicators;
Plantation Companies; Analytical Hierarchy Process (AHP)

PENDAHULUAN

Perkembangan isu keberlanjutan dalam sektor perkebunan telah mendorong

banyak perusahaan untuk mengadopsi praktik ramah lingkungan. Studi terbaru

menunjukkan bahwa 60% perusahaan perkebunan di Indonesia telah mulai menerapkan

inisiatif keberlanjutan, seperti pengurangan emisi karbon dan penggunaan sumber daya

yang efisien (WWF, 2022). Namun, masih belum ada indikator kinerja terstandarisasi

yang secara komprehensif mengukur dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi

(Sustainalytics, 2021). Beberapa kerangka kerja seperti Global Reporting Initiative

(GRI) dan ISO 14001 telah digunakan, tetapi belum sepenuhnya diadaptasi untuk

konteks perkebunan (RSPO, 2020). Tabel 1. Terlampir.

Studi terkini menunjukkan bahwa perusahaan perkebunan di Indonesia telah

mulai mengadopsi berbagai indikator keberlanjutan, meskipun tingkat penerapannya

masih bervariasi. Pada pilar lingkungan, 45% perusahaan melaporkan upaya

pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) dengan metrik ton CO₂e per hektar per tahun,

terutama di perkebunan kelapa sawit bersertifikasi (CDP, 2021). Namun, efisiensi air

hanya dipantau oleh 30% perusahaan, dan data yang tersedia seringkali tidak real-time

(WWF, 2022). Pengelolaan limbah menjadi indikator yang relatif lebih banyak diadopsi

(55%), tetapi praktik daur ulang masih terbatas pada perkebunan besar (GRI, 2020).

Sementara itu, konservasi keanekaragaman hayati, yang diukur melalui luas area yang

dipulihkan, baru diterapkan oleh 35% perusahaan, umumnya yang telah bersertifikasi

RSPO atau ISPO (IUCN, 2021).

Di pilar sosial hanya 40% perusahaan yang memenuhi standar kesejahteraan

pekerja, seperti upah layak dan pelatihan (ILO, 2022). Keterlibatan masyarakat bahkan

lebih rendah (25%), dengan banyak perusahaan mengabaikan resolusi konflik atau

program CSR (Colchester, 2021). Indikator kesehatan dan keselamatan kerja (K3)

menunjukkan tingkat penerapan yang lebih baik (50%), tetapi masih timpang antara

perkebunan besar dan kecil (OHSAS 18001, 2019). Hal ini mencerminkan lemahnya

integrasi aspek sosial dalam strategi keberlanjutan perusahaan.
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Sementara itu pilar ekonomi didominasi oleh fokus pada produktivitas lahan

(65%), yang diukur melalui ton produksi per hektar (FAO, 2023). Namun, indikator

seperti biaya operasional berkelanjutan yang menghitung rasio biaya lingkungan

terhadap total biaya hanya dilaporkan oleh 20% perusahaan (Sustainalytics, 2021).

Akses pasar berkelanjutan, yang ditandai dengan sertifikasi RSPO atau ISPO, mencapai

40%, tetapi sebagian besar terbatas pada produk ekspor (RSPO, 2023). Kesenjangan ini

menunjukkan perlunya pendekatan lebih holistik yang menyeimbangkan ketiga pilar

keberlanjutan.

Tantangan utama meliputi kurangnya standar pemantauan real-time, fragmentasi

data, dan ketidaksetaraan penerapan antara perusahaan besar dan kecil. Oleh karena itu,

pengembangan Green Performance Index (GPI) yang terintegrasi dan kontekstual

menjadi mendesak untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas (UNEP, 2023).

Meskipun upaya ini patut diapresiasi, belum ada konsensus mengenai metrik yang

paling efektif untuk menilai kinerja hijau perusahaan perkebunan. Beberapa penelitian

sebelumnya mengusulkan pendekatan berbasis Life Cycle Assessment (LCA), tetapi

implementasinya masih terbatas (Fauzi et al., 2020). Oleh karena itu, pengembangan

Green Performance Index (GPI) menjadi penting untuk menyediakan alat evaluasi yang

holistik dan terukur.

Meskipun kesadaran akan keberlanjutan meningkat, banyak perusahaan

perkebunan masih menghadapi kendala dalam mengimplementasikan indikator kinerja

hijau. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup (2021) menunjukkan bahwa hanya

30% perusahaan yang memiliki sistem pemantauan emisi real-time, sementara sisanya

mengandalkan laporan tahunan yang kurang akurat. Hal ini menyebabkan kesenjangan

antara klaim keberlanjutan dan praktik aktual (Jatmiko et al., 2019). Selain itu, tekanan

dari pasar global untuk mematuhi standar sertifikasi seperti RSPO dan ISPO seringkali

tidak diimbangi dengan kapasitas internal perusahaan, terutama perkebunan skala kecil

(Purnomo et al., 2020).

Tantangan lain adalah kurangnya integrasi antara aspek lingkungan, sosial, dan

tata kelola (ESG) dalam pengukuran kinerja. Studi oleh Tarigan et al. (2022)

menemukan bahwa 70% perusahaan perkebunan fokus pada aspek lingkungan tetapi

mengabaikan indikator sosial seperti hak pekerja dan keterlibatan masyarakat. Padahal,

ketimpangan ini dapat memicu konflik sosial dan mengurangi legitimasi program
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keberlanjutan (Colchester et al., 2021). Tanpa kerangka kerja yang terpadu, upaya

menuju perkebunan berkelanjutan akan sulit tercapai.

Penelitian sebelumnya tentang indikator keberlanjutan perkebunan masih

terfragmentasi. Sebagian besar studi hanya menganalisis aspek lingkungan (e.g., carbon

footprint), sementara aspek ekonomi dan sosial sering diabaikan (Suhardjono et al.,

2020). Misalnya, penelitian oleh Wijaya & Glasbergen (2019) tentang sertifikasi kelapa

sawit berkelanjutan hanya mengevaluasi dampak ekologis tanpa mempertimbangkan

profitabilitas jangka panjang. Padahal, ketiga pilar keberlanjutan harus dievaluasi secara

seimbang (Elkington, 2018).

Selain itu kebanyakan model pengukuran kinerja hijau bersifat generik dan tidak

disesuaikan dengan karakteristik spesifik perkebunan, seperti perbedaan geografis dan

jenis komoditas (Austin et al., 2021). Penelitian oleh McCarthy (2020) mengkritik

pendekatan "one-size-fits-all" dalam standar keberlanjutan, yang gagal menangkap

kompleksitas lokal. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan indikator yang lebih

kontekstual dan fleksibel.

Jika indikator kinerja berkelanjutan tidak segera distandardisasi, perusahaan

perkebunan berisiko menghadapi greenwashing accusations dan kehilangan

kepercayaan investor (Lyon & Montgomery, 2021). Lebih jauh, ketiadaan alat evaluasi

yang komprehensif dapat memperlambat transisi menuju ekonomi hijau di sektor

perkebunan (OECD, 2022).

Penelitian ini mengusulkan Green Performance Index (GPI) sebagai kerangka

kerja terintegrasi yang menggabungkan indikator lingkungan (e.g., emisi,

keanekaragaman hayati), sosial (e.g., kesejahteraan pekerja), dan ekonomi (e.g.,

efisiensi biaya). Pendekatan ini mengadopsi metode Analytical Hierarchy Process

(AHP) untuk menentukan bobot indikator berdasarkan prioritas pemangku kepentingan

(Saaty, 2020). Kebaruan penelitian terletak pada adaptasi GPI untuk konteks

perkebunan Indonesia, yang mempertimbangkan faktor lokal seperti regulasi

pemerintah dan dinamika masyarakat adat (Sirait et al., 2023). Kontribusi penelitian ini

adalah menyediakan alat praktis bagi perusahaan dan regulator untuk mengukur dan

meningkatkan kinerja keberlanjutan. Selain itu, temuan ini dapat menjadi referensi bagi

pengembangan kebijakan industri perkebunan yang lebih inklusif (UNEP, 2023).
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TINJAUAN PUSTAKA DAN FOKUS STUDI

Teori Green Performance Index (GPI)

Green Performance Index (GPI) adalah sebuah kerangka kerja yang digunakan

untuk mengukur kinerja lingkungan suatu organisasi atau perusahaan berdasarkan

indikator keberlanjutan. GPI menggabungkan berbagai aspek seperti efisiensi energi,

pengurangan emisi karbon, manajemen limbah, dan penggunaan sumber daya

terbarukan untuk menilai sejauh mana suatu entitas berkontribusi terhadap

pembangunan berkelanjutan (Zhang et al., 2022). Indeks ini membantu perusahaan

dalam mengevaluasi dampak lingkungan mereka sekaligus membandingkannya dengan

standar industri atau regulasi pemerintah.

GPI didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi hijau (green economy), di mana

pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan pelestarian lingkungan. Menurut Li &

Wang (2021), GPI tidak hanya berfokus pada aspek lingkungan, tetapi juga

mempertimbangkan faktor sosial dan tata kelola (ESG Environmental, Social, and

Governance). Misalnya, perusahaan yang menerapkan GPI dapat mengoptimalkan

penggunaan energi terbarukan dan mengurangi limbah berbahaya, sehingga

meningkatkan reputasi mereka di mata investor dan konsumen yang peduli lingkungan.

Implementasi GPI memerlukan pendekatan multidisiplin, termasuk analisis data,

audit lingkungan, dan pemantauan berkelanjutan. Penelitian oleh Chen et al. (2023)

menunjukkan bahwa perusahaan yang secara konsisten meningkatkan skor GPI mereka

cenderung memiliki biaya operasional yang lebih rendah karena efisiensi sumber daya.

Selain itu, GPI juga dapat digunakan sebagai alat komunikasi untuk melaporkan kinerja

lingkungan kepada pemangku kepentingan, sesuai dengan standar Global Reporting

Initiative (GRI) atau Sustainability Accounting Standards Board (SASB).

Meskipun GPI memberikan manfaat signifikan, penerapannya menghadapi

beberapa tantangan, seperti kurangnya standarisasi global dan kesulitan dalam

pengumpulan data. Menurut Gupta & Kumar (2020), perusahaan di negara berkembang

sering kali kesulitan memenuhi kriteria GPI karena keterbatasan teknologi dan

pendanaan. Namun, dengan semakin tingginya kesadaran akan isu lingkungan, GPI

diharapkan dapat menjadi alat yang lebih luas digunakan untuk mendorong praktik

bisnis yang berkelanjutan di masa depan.
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Teori Pengembangan Indikator Kinerja Berkelanjutan

Pengembangan indikator kinerja berkelanjutan (sustainable performance

indicators) merupakan pendekatan sistematis untuk menilai keberlanjutan organisasi

dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Teori ini berfokus

pada penciptaan metrik yang tidak hanya mengukur kinerja jangka pendek, tetapi juga

memastikan dampak positif jangka panjang (Hristov & Chirico, 2019). Indikator ini

harus selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan mampu

beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis.

Salah satu kerangka kerja yang sering digunakan adalah Triple Bottom Line

(TBL), yang menekankan keseimbangan antara profit, people, dan planet (Elkington,

2018). Dalam konteks ini, indikator kinerja berkelanjutan harus mencakup pengukuran

efisiensi sumber daya, kepuasan stakeholder, dan inovasi ramah lingkungan. Pendekatan

ini membantu organisasi mengidentifikasi area perbaikan sekaligus memenuhi tuntutan

regulasi dan ekspektasi masyarakat.

Perkembangan terbaru dalam teori ini menekankan pentingnya integrasi

teknologi digital, seperti big data dan AI, untuk memantau dan menganalisis indikator

keberlanjutan secara real-time (Tseng et al., 2021). Teknologi ini memungkinkan

pengambilan keputusan berbasis data serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Selain itu, pendekatan stakeholder engagement menjadi kunci dalam merancang

indikator yang relevan dan diterima oleh berbagai pihak.

Referensi utama dalam pengembangan indikator kinerja berkelanjutan meliputi

studi tentang corporate sustainability measurement (Schönherr et al., 2020) dan

kerangka Integrated Reporting (IR) yang menggabungkan aspek finansial dan non-

finansial (Adams, 2017). Organisasi perlu terus mengevaluasi dan memperbarui

indikator mereka agar tetap relevan dengan dinamika bisnis dan tantangan global seperti

perubahan iklim dan ketimpangan social.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjudul Green Performance Index: Pengembangan Indikator

Kinerja Berkelanjutan untuk Perusahaan Perkebunan menggunakan pendekatan mixed

methods, yaitu kualitatif dan kuantitatif, untuk mengembangkan indikator kinerja

berkelanjutan yang komprehensif. Pada tahap kualitatif, penelitian akan mengeksplorasi

indikator keberlanjutan melalui studi literatur, wawancara mendalam dengan pemangku
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kepentingan (seperti manajer perkebunan, petani, pemerintah, dan LSM lingkungan),

serta analisis dokumen kebijakan dan standar sertifikasi seperti RSPO, ISPO, dan SDGs.

Data primer juga dikumpulkan melalui observasi lapangan di perusahaan perkebunan

terpilih, sementara data sekunder diperoleh dari laporan keberlanjutan perusahaan,

publikasi ilmiah, dan pedoman internasional seperti Global Reporting Initiative (GRI)

dan Environmental Performance Index (EPI).

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit atau

karet di Indonesia, dengan sampel dipilih secara purposive sampling berdasarkan

kriteria seperti kepemilikan sertifikasi lingkungan, skala produksi, dan ketersediaan data.

Sebanyak 10–15 perusahaan akan menjadi sampel, tergantung pada tingkat saturasi data.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, termasuk metode Delphi untuk

mencapai konsensus di antara para ahli mengenai indikator yang relevan, serta

kuesioner berbasis Analytic Hierarchy Process (AHP) untuk menentukan bobot setiap

indikator berdasarkan prioritas para ahli.

Analisis data dilakukan secara bertahap. Pada tahap kualitatif, content analysis

digunakan untuk mengkategorikan indikator ke dalam dimensi ESG (Environmental,

Social, Governance), sementara triangulasi data dilakukan untuk memastikan keabsahan

temuan dengan membandingkan hasil wawancara, dokumen, dan observasi. Pada tahap

kuantitatif, AHP digunakan untuk pembobotan indikator, sedangkan Confirmatory

Factor Analysis (CFA) dan Cronbach’s Alpha digunakan untuk menguji validitas dan

reliabilitas instrumen. Selanjutnya, Green Performance Index (GPI) dihitung dengan

rumus agregasi berbobot, di mana skor akhir diklasifikasikan ke dalam kategori kinerja

(Buruk, Cukup, Baik, Unggul).

Penelitian ini akan dilakukan di wilayah perkebunan utama seperti Sumatera

(Riau, Sumatera Selatan) dan Kalimantan selama 6–12 bulan, tergantung akses data.

Aspek etika penelitian dijaga melalui informed consent dan anonimitas responden jika

diperlukan. Hasil yang diharapkan adalah sebuah framework GPI yang dapat menjadi

acuan perusahaan perkebunan dalam mengukur dan meningkatkan kinerja

keberlanjutannya, serta rekomendasi kebijakan untuk industri. Referensi utama meliputi

standar GRI dan metode AHP dari Saaty (2008), dengan kemungkinan pengembangan

lebih lanjut menggunakan analisis Life Cycle Assessment (LCA) jika diperlukan

pendalaman aspek lingkungan seperti jejak karbon.
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HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Hasil Wawancara dengan Pemangku Kepentingan tentang Indikator Green

Performance Index (GPI) untuk Perusahaan Perkebunan. Tabel 2. Persepsi Pemangku

Kepentingan terhadap Indikator Keberlanjutan. (Terlampir).

Berdasarkan wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan,

ditemukan beragam perspektif mengenai indikator keberlanjutan yang dianggap penting.

Manajer perkebunan lebih menekankan pada indikator teknis operasional seperti

pengurangan emisi karbon (disebutkan oleh 14 dari 15 responden), efisiensi penggunaan

air, dan produktivitas lahan berkelanjutan. Mereka mengungkapkan tantangan utama

dalam implementasinya adalah biaya tinggi untuk menerapkan teknologi ramah

lingkungan, sehingga memerlukan insentif dari pemerintah.

Di sisi lain, petani dan pekerja kebun lebih memfokuskan pada aspek sosial

seperti kesehatan dan keselamatan kerja (disebutkan oleh semua responden), upah yang

adil, serta pelatihan pertanian berkelanjutan. Kendala utama yang mereka hadapi adalah

minimnya akses terhadap program pelatihan. Pemerintah melalui dinas lingkungan

hidup menekankan pentingnya kesesuaian dengan standar sertifikasi seperti ISPO/RSPO,

sementara LSM lingkungan lebih memperhatikan isu deforestasi dan dampak sosial

terhadap masyarakat adat. Tabel 3. Prioritas Indikator GPI Berdasarkan Pemangku

Kepentingan. (Terlampir).

Hasil wawancara pada tabel 3 menunjukan bahwa dengan berbagai pemangku

kepentingan mengungkapkan pola yang jelas dalam prioritas indikator Green

Performance Index (GPI) di sektor perkebunan. Pada dimensi lingkungan

(Environmental), pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) muncul sebagai indikator

paling kritis, disebutkan oleh 14 dari 15 responden dengan tingkat kepentingan 4.8 dari

skala 5. Indikator pengelolaan limbah cair juga dianggap penting dengan frekuensi

penyebutan 12 kali dan skor kepentingan 4.5. Temuan ini menunjukkan bahwa aspek

lingkungan, terutama yang terkait dengan perubahan iklim dan pencemaran air, menjadi

perhatian utama bagi para pemangku kepentingan dalam mengevaluasi kinerja

berkelanjutan perusahaan perkebunan.

Pada dimensi sosial (Social), kesehatan dan keselamatan pekerja secara

konsisten diidentifikasi sebagai indikator terpenting dengan skor sempurna 5.0 dan

disebutkan oleh seluruh responden (15 orang). Sementara itu, hubungan dengan
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masyarakat lokal memperoleh skor kepentingan 4.2 dengan frekuensi penyebutan 11

kali. Data ini mengindikasikan bahwa aspek perlindungan tenaga kerja dan

keberlanjutan sosial merupakan elemen fundamental yang tidak bisa diabaikan dalam

pengembangan GPI, bahkan lebih penting dibandingkan isu-isu lingkungan tertentu. Hal

ini mungkin mencerminkan kesadaran yang tinggi akan pentingnya kesejahteraan

pekerja sebagai tulang punggung industri perkebunan.

Di dimensi tata kelola (Governance), kepatuhan terhadap standar sertifikasi

seperti RSPO/ISPO mendominasi dengan skor 4.7 dan disebutkan 13 kali, sementara

transparansi laporan keberlanjutan memperoleh skor 4.0 dengan 10 penyebutan. Hasil

ini menunjukkan bahwa kerangka regulasi dan sistem sertifikasi yang ada telah diakui

sebagai alat penting untuk menjamin praktik berkelanjutan, meskipun implementasinya

masih perlu ditingkatkan. Perbedaan skor antara kedua indikator ini juga

mengisyaratkan bahwa aspek kepatuhan formal dianggap lebih mendesak dibandingkan

transparansi pelaporan dalam konteks tata kelola perusahaan perkebunan saat ini. Tabel

4. Hasil Pembobotan Indikator Green Performance Index (GPI) Menggunakan Analytic

Hierarchy Process (AHP) (Terlampir).

Hasil Tabel 4 menunjukan bahwa Pembobotan indikator menggunakan Analytic

Hierarchy Process (AHP) melibatkan 15 responden ahli (terdiri dari akademisi, praktisi

industri, dan LSM) yang melakukan pairwise comparison untuk menentukan prioritas

indikator GPI. Berdasarkan hasil perhitungan, dimensi Lingkungan memperoleh bobot

tertinggi (0.40), diikuti oleh Sosial (0.35) dan Tata Kelola (0.25), menunjukkan bahwa

aspek lingkungan dianggap paling kritis dalam menilai kinerja berkelanjutan

perkebunan.

Pada level indikator, Pengurangan Emisi GRK menjadi indikator terpenting

(bobot 0.18) karena tekanan global terhadap perubahan iklim dan regulasi emisi karbon.

Indikator Kesehatan & Keselamatan Pekerja (bobot 0.15) menempati peringkat kedua,

mencerminkan kesadaran akan isu sosial di sektor perkebunan. Sementara itu, indikator

tata kelola seperti Transparansi Laporan memiliki bobot lebih rendah (0.08), meskipun

tetap dianggap relevan untuk akuntabilitas perusahaan.

Nilai Consistency Ratio (CR) seluruh indikator berada di bawah 0.1, yang berarti

hasil perbandingan berpasangan konsisten dan dapat diterima. Namun, ada sedikit
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ketidakkonsistenan pada indikator Inovasi Produk Berkelanjutan (CR=0.07), mungkin

karena perbedaan persepsi ahli mengenai urgensi inovasi dibandingkan aspek regulasi.

Diskusi

Green Performance Index: Pengembangan Indikator Kinerja Berkelanjutan

untuk Perusahaan Perkebunan

Indikator lingkungan dalam Green Performance Index (GPI) berfokus pada

pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pengurangan dampak negatif

terhadap ekosistem, dan efisiensi penggunaan energi. Beberapa parameter kunci

meliputi intensitas emisi gas rumah kaca (GRK), penggunaan air, dan pengelolaan

limbah. Perusahaan perkebunan dapat mengukur jejak karbon mereka melalui

pemantauan emisi dari aktivitas pertanian, pengolahan, dan transportasi (Suh et al.,

2020). Selain itu, pengelolaan air yang efisien, seperti sistem irigasi presisi dan daur

ulang air limbah, menjadi indikator penting dalam menilai kinerja lingkungan (Jamil et

al., 2021).

Pengurangan deforestasi dan pelestarian keanekaragaman hayati juga menjadi

komponen kritis dalam GPI. Perusahaan dapat mengadopsi praktik agroforestri dan

restorasi lahan gambut untuk meminimalkan degradasi lingkungan (Austin et al., 2019).

Selain itu, penerapan standar sertifikasi seperti RSPO (Roundtable on Sustainable Palm

Oil) atau ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) dapat menjadi acuan dalam

memenuhi kriteria keberlanjutan (Purnomo et al., 2020). Dengan mengintegrasikan

indikator ini, perusahaan tidak hanya mematuhi regulasi lingkungan tetapi juga

meningkatkan daya saing global.

Aspek sosial dalam GPI mencakup dampak operasional perusahaan terhadap

masyarakat sekitar, termasuk kesejahteraan pekerja, hubungan dengan komunitas lokal,

dan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Indikator utama meliputi upah

yang adil, keselamatan kerja, dan program pemberdayaan Masyarakat (Nabil & Ekowati,

2025). Perusahaan perkebunan harus memastikan bahwa pekerja menerima upah di atas

standar minimum serta mendapatkan pelatihan keselamatan untuk mengurangi risiko

kecelakaan (Rist et al., 2019).

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan juga menjadi faktor

penting dalam menilai kinerja sosial. Program seperti kemitraan dengan petani kecil dan

penyediaan fasilitas pendidikan/kesehatan menunjukkan komitmen perusahaan terhadap
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tanggung jawab sosial (Brandi et al., 2020). Selain itu, konflik lahan harus dikelola

melalui mekanisme resolusi yang transparan dan inklusif untuk meminimalkan gesekan

sosial (Setyawan et al., 2021). Dengan memperkuat indikator sosial, perusahaan dapat

membangun reputasi positif dan memperoleh legitimasi dari pemangku kepentingan.

Tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) menjadi pilar

utama dalam GPI untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan etika bisnis.

Indikator yang dapat diukur meliputi struktur dewan direksi yang independen, kebijakan

anti-korupsi, dan pelaporan keberlanjutan yang terverifikasi. Perusahaan perkebunan

perlu menerapkan sistem audit internal yang ketat untuk memastikan kepatuhan

terhadap standar ESG (Environmental, Social, and Governance) (Fatemi et al., 2018).

Keterbukaan informasi kepada investor dan masyarakat juga menjadi penilaian

penting dalam GPI. Pelaporan tahunan yang mencakup kinerja keberlanjutan, risiko

lingkungan, dan kebijakan diversifikasi menunjukkan komitmen perusahaan terhadap

praktik bisnis yang bertanggung jawab (Garcia et al., 2021). Selain itu, integrasi prinsip-

prinsip GCG dalam rantai pasok, seperti memastikan supplier memenuhi kriteria

keberlanjutan, dapat meningkatkan nilai GPI secara keseluruhan (Khan et al., 2022).

Studi oleh Suh et al. (2020) menunjukkan bahwa pengukuran emisi karbon

dalam industri perkebunan dapat meningkatkan efisiensi operasional sekaligus

mengurangi dampak lingkungan. Penelitian ini sejalan dengan temuan Jamil et al. (2021)

yang menekankan pentingnya teknologi pengolahan limbah untuk mencapai zero-waste

production. Sementara itu, Austin et al. (2019) membuktikan bahwa restorasi lahan

gambut tidak hanya mengurangi emisi tetapi juga meningkatkan produktivitas jangka

panjang.

Dalam aspek sosial, Rist et al. (2019) mengungkapkan bahwa perusahaan

dengan program pemberdayaan pekerja cenderung memiliki produktivitas lebih tinggi.

Temuan ini diperkuat oleh Brandi et al. (2020) yang menekankan perlunya pendekatan

multistakeholder dalam mengatasi konflik lahan. Di sisi tata kelola, Fatemi et al. (2018)

menyatakan bahwa integrasi ESG dalam strategi bisnis berkorelasi positif dengan

kinerja keuangan.

Penelitian terbaru oleh Garcia et al. (2021) dan Khan et al. (2022) menunjukkan

bahwa perusahaan dengan pelaporan keberlanjutan yang transparan memiliki akses

lebih baik terhadap pendanaan hijau (green financing). Dengan demikian,
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pengembangan GPI tidak hanya relevan secara akademis tetapi juga praktis dalam

mendorong transformasi bisnis berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penerapan Green Performance Index (GPI) sebagai indikator kinerja

berkelanjutan pada perusahaan perkebunan menjadi langkah strategis dalam

mengintegrasikan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) ke dalam

operasional bisnis. Dengan mengukur aspek-aspek seperti efisiensi penggunaan sumber

daya, pengelolaan limbah, dan dampak sosial terhadap masyarakat sekitar, GPI tidak

hanya mendorong praktik bisnis yang lebih ramah lingkungan tetapi juga meningkatkan

daya saing perusahaan di pasar global yang semakin menuntut transparansi dan

keberlanjutan. Pengembangan indikator ini juga membantu perusahaan memenuhi

regulasi pemerintah dan standar internasional, sekaligus membangun citra positif di

mata stakeholder.

Selain itu GPI dapat menjadi alat evaluasi yang komprehensif untuk memantau

progres perusahaan dalam mencapai target pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Dengan memfokuskan pada metrik seperti pengurangan emisi karbon, konservasi

biodiversitas, dan pemberdayaan komunitas lokal, perusahaan perkebunan dapat

mengidentifikasi area perbaikan serta mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif.

Pendekatan ini tidak hanya mengurangi risiko lingkungan dan sosial jangka panjang

tetapi juga menciptakan nilai tambah melalui efisiensi operasional dan inovasi berbasis

keberlanjutan.

Ke depan pengembangan Green Performance Index perlu didukung oleh

kolaborasi antara pelaku industri, pemerintah, dan lembaga penelitian untuk

menyempurnakan metodologi pengukurannya. Adaptasi terhadap dinamika lingkungan

dan kebutuhan stakeholder harus menjadi prioritas agar indikator ini tetap relevan dan

efektif. Dengan komitmen kuat dari seluruh pihak, GPI dapat menjadi fondasi menuju

transformasi bisnis perkebunan yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan,

sekaligus berkontribusi pada pembangunan ekonomi hijau di tingkat nasional maupun

global.

Implikasi Managerial

Penerapan Green Performance Index (GPI) menuntut manajemen perusahaan

perkebunan untuk mengintegrasikan kebijakan keberlanjutan ke dalam strategi bisnis
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secara holistik. Para manajer perlu mengalokasikan sumber daya, baik finansial maupun

manusia, untuk mengimplementasikan sistem pengukuran kinerja berbasis lingkungan

dan sosial. Hal ini mencakup pelatihan karyawan, investasi dalam teknologi ramah

lingkungan, serta pembentukan tim khusus yang bertanggung jawab memantau dan

melaporkan pencapaian indikator GPI. Selain itu, keputusan operasional harus

mempertimbangkan dampak ekologis dan sosial jangka panjang, sehingga perencanaan

bisnis tidak hanya berfokus pada profitabilitas tetapi juga pada pembangunan

berkelanjutan.

Di sisi lain GPI juga mengharuskan perusahaan untuk meningkatkan

transparansi dan akuntabilitas melalui pelaporan kinerja keberlanjutan yang

terstandarisasi. Manajemen perlu berkolaborasi dengan pemangku kepentingan,

termasuk pemerintah, komunitas lokal, dan investor, untuk memastikan bahwa praktik

yang dijalankan selaras dengan harapan pasar dan regulasi. Implikasinya, sistem reward

and punishment dalam perusahaan dapat dikaitkan dengan pencapaian target GPI,

sehingga menciptakan budaya organisasi yang mendorong inovasi dan tanggung jawab

sosial. Dengan demikian, GPI tidak hanya menjadi alat pengukur kinerja, tetapi juga

pendorong perubahan perilaku manajerial menuju bisnis yang lebih berkelanjutan dan

kompetitif.

Limitations

Meskipun Green Performance Index (GPI) memberikan kerangka kerja

terstruktur untuk mengukur keberlanjutan, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu

diperhatikan. Pertama, belum adanya standar metrik yang seragam di seluruh industri

dapat menyebabkan ketidakkonsistenan dalam pengumpulan dan pelaporan data,

sehingga menyulitkan perbandingan kinerja antarperusahaan.

Kedua, GPI sangat bergantung pada data yang dilaporkan sendiri oleh

perusahaan, yang berpotensi menimbulkan masalah akurasi, transparansi, bahkan

praktik greenwashing jika tidak diverifikasi secara independen. Selain itu, penerapan

GPI membutuhkan sumber daya finansial dan teknis yang besar, sehingga mungkin

menjadi kendala bagi perusahaan perkebunan skala kecil dan menengah yang memiliki

anggaran terbatas. Terakhir, GPI cenderung berfokus pada indikator lingkungan dan

sosial yang terkuantifikasi, berpotensi mengabaikan aspek kualitatif seperti

kesejahteraan masyarakat jangka panjang atau dampak budaya. Keterbatasan ini
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menunjukkan bahwa meskipun GPI merupakan alat yang bermanfaat, perlu dilengkapi

dengan audit pihak ketiga, standarisasi industri, serta pendekatan yang lebih holistik

dalam menilai keberlanjutan.
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GAMBAR, GRAFIK DAN TABEL

Tabel 1: Indikator Kinerja Berkelanjutan Perusahaan Perkebunan di Indonesia (2019-2023)
Pilar Indikator Metrik Pengukuran Tingkat

Penerapan
Sumber Catatan

Lingkungan Pengurangan
Emisi GRK

Ton CO₂e/hektar/tahun 45% CDP (2021) Dominan di
perkebunan
kelapa sawit

Pengelolaan
Limbah

% limbah yang didaur
ulang/diolah

55% GRI (2020) Minim
penerapan di
perkebunan
kecil

Konservasi
Keanekaragaman
Hayati

Luas area yang
dipulihkan (hektar)

35% IUCN (2021) Terkait
sertifikasi
RSPO/ISPO

Efisiensi Air Pemakaian air (m³/ton
produksi)

30% WWF (2022) Minim data
real-time
monitoring

Sosial Kesejahteraan
Pekerja

Upah layak, jam kerja,
pelatihan (skala 1-5)

40% ILO (2022) Rendah di
perkebunan
swasta non-
sertifikasi

Keterlibatan
Masyarakat

Jumlah program
CSR/konflik yang
terselesaikan

25% Colchester
(2021)

Sering
diabaikan

Kesehatan &
Keselamatan

Tingkat kecelakaan
kerja (per 1.000
pekerja)

50% OHSAS
18001 (2019)

Penerapan
tidak merata

Ekonomi Produktivitas
Lahan

Ton
produksi/hektar/tahun

65% FAO (2023) Tinggi di
perkebunan
besar

Biaya
Operasional
Berkelanjutan

Rasio biaya lingkungan
terhadap total biaya

20% Sustainalytics
(2021)

Minim
pelaporan
transparan

Akses Pasar
Berkelanjutan

% produk bersertifikat
(RSPO/ISPO/Organik)

40% RSPO (2023) Terbatas
pada ekspor

Sumber : Data diolah (2025)

Tabel 2. Persepsi Pemangku Kepentingan terhadap Indikator Keberlanjutan
No. Pemangku

Kepentingan
Peran Indikator yang

Dianggap Penting
Tantangan yang
Dihadapi

Rekomendasi

1 Manajer
Perkebunan

Operasional &
Produksi

- Pengurangan
emisi karbon
- Efisiensi air
- Produktivitas
lahan berkelanjutan

Biaya tinggi
dalam penerapan
teknologi ramah
lingkungan

Insentif
pemerintah untuk
adopsi teknologi
hijau

2 Petani/Pekerja
Kebun

Pelaksana
lapangan

- Kesehatan &
keselamatan kerja
- Upah adil
- Pelatihan
pertanian
berkelanjutan

Minimnya akses
pelatihan

Program
peningkatan
kapasitas berbasis
komunitas

3 Pemerintah
(Dinas
Lingkungan)

Regulator &
Pengawas

- Kesesuaian
dengan
ISPO/RSPO
- Pengelolaan
limbah

Lemahnya
pengawasan di
daerah terpencil

Sinkronisasi
kebijakan
nasional-daerah
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No. Pemangku
Kepentingan

Peran Indikator yang
Dianggap Penting

Tantangan yang
Dihadapi

Rekomendasi

- Reboisasi
4 LSM

Lingkungan
Advokasi &
Monitoring

- Deforestasi
- Keanekaragaman
hayati
- Dampak sosial
pada masyarakat
adat

Resistensi dari
perusahaan

Kolaborasi
multipihak dalam
audit independen

5 Akademisi
(Ahli
Sustainability)

Penelitian &
Pengembangan

- Indeks
biodiversitas
- Circular economy
- Transparansi
laporan
keberlanjutan

Kurangnya data
terpublikasi

Integrasi GPI
dengan standar
global (GRI,
SDGs)

Sumber : data diolah (2025)

Tabel 3. Prioritas Indikator GPI Berdasarkan Pemangku Kepentingan
Dimensi ESG Indikator Kunci Frekuensi Disebutkan (dari 15

responden)
Tingkat

Kepentingan (Skala 1-5)
Environmental Pengurangan emisi GRK 14 4.8

Pengelolaan limbah cair 12 4.5
Social Kesehatan &

keselamatan pekerja
15 5.0

Hubungan dengan
masyarakat lokal

11 4.2

Governance Kepatuhan sertifikasi
(RSPO/ISPO)

13 4.7

Transparansi laporan
keberlanjutan

10 4.0

Sumber : data diolah (2025)

Tabel 4. Hasil Pembobotan Indikator Green Performance Index (GPI) Menggunakan Analytic Hierarchy
Process (AHP)

Kriteria Utama Indikator Bobot
AHP

Ranking Konsistensi Rasio
(CR)

Lingkungan
(0.40)

Pengurangan Emisi GRK 0.18 1 0.05

Efisiensi Penggunaan Air 0.12 3 0.05
Pengelolaan Limbah Padat dan Cair 0.10 4 0.06

Sosial (0.35) Kesehatan & Keselamatan Pekerja 0.15 2 0.04
Pelatihan Pekerja 0.09 5 0.07
Hubungan dengan Masyarakat Lokal 0.11 4 0.05

Tata Kelola
(0.25)

Kepatuhan terhadap Sertifikasi
(RSPO/ISPO)

0.10 6 0.06

Transparansi Laporan Keberlanjutan 0.08 7 0.08
Inovasi Produk Berkelanjutan 0.07 8 0.07

Sumber : Data diolah (2025)
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Gambar 1. Alur Kerangka Operasional Penelitian


